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UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH 

PALANGKARAYA 

 

Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

Muhammadiyah 

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, 

beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan 

bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah 

SWT, untuk malaksanakan fungsi dan mist manusia sebagai hamba dan klialifah 

Allah di muka burnt. 

2. Muhainmdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan 

kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya 

sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah 

kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil 

dan spritual, duniawi dan ukhrawi. 

3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: 

a. Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW; 

b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran AI-Qur'an yang 

diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran 

sesuai dengan jiwa ajaran Islam. 

4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 

bidang-bidang: 

a. 'Aqidah Muhammadiyah bekerja untuk iegaknya aqidah Islam yang mumi, 

bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat,  tanpa 

mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. 

b. Akhlak Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia 

dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rdsul, tidak 

bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia 

c. Ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan 

oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. 

d. M alah Duniawiyah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya 

mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIC INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2003 

TENTANG 

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 

klanusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha 
agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran 
dan.!atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 
warga negara berhak mendapal pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen 
bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan 

negara Indonesia. 

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, 
desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip 
tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan 
manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 
pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segata aspek kehidupan, termasuk dalam 
sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di 
antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta 
didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan 
secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara 

nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar 
kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; 
penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai 
prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis 
sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem 
terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan 
diekriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola 
masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. 

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan 
strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi 

terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata 6oslal yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang 

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu 

berubah. 
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan naslunal mempunyai misi sebagai berikut 
1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperolah pendidikan 

yang hermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 



 

 
 

 
Berdasarkan visi dan misi pondldlkan na9IonaI tersobut, pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemsnlpuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang b0Fmartah8t dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi 
pembangunan 
pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi : 

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 
6. penyediaan sarana belajar yang mendidlk; 
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 
9. pelaksanaan wajib belajar; 
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 
11. pemberdayaan paran masyarakat; 
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 

13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 
Fengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional 
dapat erwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif 
dalam 
›enyeIenggaraan pendidikan. 
’embaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan 
pelaksanaan 
›tonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
22 
ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik 
Indonesia 
/omor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan laerah. 
ehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 
tentang istem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti. 
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an oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan

 
disediak 
sebagaim 

Ayat (1) 

ana diatur dalam Pasal 41 ayat (3). 

huruf b ik guru yang mampu meng emban gkan bakat, m nat, dan 
Pendid dan/atau didik difasilitasi dan/atau disediaka n oleh Pemerintah at3U 

kemampuan peserta 

pemerint6h daerah sesuai 

dalam Pasal 41 ayat (3). 

Ayat (1) 
huruf c 
Cukup jelas 

 
Ayat (1) 
huruf d 
Cukup jelas 

 
Ayat (1) 
huruf e 
Cukup jelas 

 

Ayat (1) 
huruf f 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 

Pasal 13 
Cukup jelas 

 

Pasal 14 
Cukup jelas 

Pasal 15 

den9an kebutuhan satuan pendidik an sebaga imana tliatuf 

 

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan 
perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. 
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta 
didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana 
yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 
Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang 
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian 
khusus. 

 

27. 



 

 
 

Pri 0i‹1iknn voknsl mrrupnknn pcnrli‹JIkan tinggi yang fTleM persiapkan pm.serta didik iJntiJk 

i›ic» I k t›«kr§aen denqan koehlian lerapan tertont‹z maksimal se.tara denqan prcqram 

ke«gamnan merupakan pendldiken rlasar, menengah, dan tinggi yang 

niemp ersapkan peserta didik untuk dapat menjalankan per anan yang menun'ut 

penguasaan pcngetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

Pendidikan khUSUS merupakan penyelenggaraan pendidikan untuh peserta r!idik yang 

berkelaina n atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan 

secara Inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan Dasar dan 
menengah. 

 

Pasal 16 
Cukup jelas 

 

Pasal 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 
Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI 

 
 
 
 

adalah program seperti Paket A dan yang 

sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 

Pasal 18 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

Ayat (3) 
Pendldikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. 

 
Ayat (4) 
Cukup jelas 

 

Pasal 19 
Cukup jelas 

 

Pasal 20 
Ayat (1) 
Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. 
Politekriik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejunzlah bidang pengetahuan 
khusus. 
Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup 
satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan 
t›rofesi. 
lnstltut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam 
ekelurnpok digiplln ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dar› jika memenuhi syarat 
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 
Unlversilas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam 
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sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenUhi syarat dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Ayat (1) 
Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, dan doktor. 

 
Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Ayat (S) 

Cukup jelas 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

 
Ayat (7) 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 
Ayat (1) 
Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di 
lingkungan perguruan tinggi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 
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Pasal 26 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

 
Ayat (2) 
Cukup jelas 

 
Ayat (3) 
Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan 

personal, kecakapan sosial, 
bekerja atau usaha mandiri. 

kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk 

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan 
ka der pemimpin bangsa, seperti 
ke panduan/kepramukaan, keolahragaan, 
pecinta alam, serta kewirausahaan. 

organisasi pemuda, pendidikan 
palang merah, pelatihan, kepemimpinan, 

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan 
martabat perempuan. 
Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket 
A, paket B, dan paket C. 

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta 
didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja. 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 

Ayat (S) 

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar 
kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian 
profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang 
bertaraf nasional dan intemasional. 

 
Ayat (6) 
Cukup jelas 

 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

 
Pasal 27 
Cukup jelas 

 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam 

tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 



UNDALIS-IJNOMG SISTEM PENDIDIKMI KMI0fjAL 

 

 
Ayat (3) 
Taman kanak-kanak (TK) menyelenggara kan pendidikan untuk mengembangkan 
kepribadian dan potensi dirt sesuai dengan tahap perkembangan pe9erta dldik. 
Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang 
menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta dldik untuk 
mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 

Ayat (S) 
Cukup jelas 

Aya (6 
Cukup jelas 

 
Pasal 29 
Cukup jelas 

 

Cukup jelas 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

sya (3) 
Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), 
radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer. 
klodus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisa9ian tunggal 
(single mode), atau bersama tatap muka (dual mode). 
Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata 
pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 

Pasal 32 
Cukup jelas 

 

Pasal 33 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

 

Ayat (2) 
Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan 
dengan intensitas penggunaannya dalam wllayah yang bersangkutan. 
?ahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar. 
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huruf b 
Cukup jelas 

huruf c 
Cukup jelas 

 
huruf d 
Cukup jelas 

 

huruf e 
Cukup jelas 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

Pasal 41 
Ayat (1) 
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

Ayat (3) 
Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk 
menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga 
kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 42 
Cukup jelas 

 

Pasal 43 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

 

Ayat (2) 
Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang 
merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 

Pasal 44 
Cukup jelas 

 

Pasal 45 
Cukup jelas 
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Ayat (6) 
Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi 

untuk mengelola sendiri lembaganya. 

 
Ayat (7) 
Cukup jelas 

 
Pasal 51 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi 

manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala 

sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola 

kegiatan pendidikan. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 

Pasal 52 
Cukup jelas 

 
Pasal 53 
Ayat (1) 

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara 
dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN). 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
Pasal 54 

Cukup jelas 
 

Pasal 55 
Ayat (1) 

Kekhasan satuan pendidikan 
dijamin oleh undang-undang ini. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas 
 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

 
 
 
 
 
 
 

yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan 
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Ayat (S) 

Cukup jelas 

Pasal 56 

Cukup jelas 

 
Pasal 57 

Cukup jelas 

 

Pasal 58 

Cukup jelas 

 
Pasal 59 

Cukup jelas 

 
Pasal 60 

Cukup jelas 

 
Pasal 61 

Cukup jelas 

 
Pasal 62 

Cukup jelas 

 
Pasal 63 

Cukup jelas 

 
Pasal 64 

Cukup jelas 

 
Pasal 65 

Ayat (1) 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara Iain mencakup undang-undang 

tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. 

 
Ayat (2) 

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. 

 
Ayat (3) 
Cukup jelas 

 
Ayat (4) 

Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan penjenjangan 

pendidikan. 

 

Ayat (S) 
Cukup jelas 

Pasal 66 

Ayat (1) 
Cukup jelas 
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Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara Iain, mengatur 

pengawasan dan sanksi administratif. 

Pasal 67 
Cukup jelas 

 

Pasal 68 
Cukup jelas 

 
Pasal 69 
Cukup jelas 

 
Pasal 70 

Cukup jelas 
 

Pasal 71 
Cukup jelas 
 

Pasal 72 
Cukup jelas 
 

Pasal 73 
Cukup jelas 
 
Pasal 74 
Cukup jelas 
 
’asal 75 
Cukup jelas 
 

’asal 76 
.ukup jelas 
 

'asal 77 
!ukup jelas 
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tata cara 



 



KATA  PENGANTAR 

 

 
Qssa1anu’a1aikum lWr. lb. 

 

 

 

SWT. kami dapat menycirun btku informasi ini. dengan maksud 

agar diJadikan sebagai sumber informasi bangi masyakat 

1 u as  , k her su sn ya ctma t sI 1as . 
 

Be\kc‹ 1n 1 d1ber 1 y Ltdct 1 "Nengena 1 1eb1h deka t , UNI VERSI TAS 

f1UHANl‘IADIYAH PALANGKA RAYS" , tentctn.ya  dengan  ha map an aqar” 

 

masyarakat has lebih mengetahui, baik mengenai 

d 1d1r1 . ann ya Un1vers 1tas 1n1, t1nq ka t peak. embanqannya 
 

sarana dan prasarana yang dimitiki, ten-masuS 

 

k. en dc 1a—k. en da 1a yanq d1hadap1 . 

T 1 a‹4 a   .I a 1n   ha map an   k. am 1,   apa bi 1 a  pO /Tib6 C I   te 1 a h    menqa ta hM1 

s eluruh informasi yang ada da{pm buKu ini, semcta 
) i  ’ ji #Lt• 

yang dihadapi, aA:an meni mb›al £.an simpati dam 
berloiba tMtuk 

meFlab r‹r ben 1h—ben 1h ama 1 a r1 ah dem1 f‹e 1 e^q ^un g an Un 1ve -
 

sitas yang kita cintai ini. 

s o amal bakti yang diberik:an 
mendapat curahap paRhmat 

dar 1 A 1 1th CONT . Am1n . 

 

Wabil lahit tattfiq walhidayah. 

 

RRYA 
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